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PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN BANYUWANGI,

. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 194 ayat (1)

Peraturan Pemerintah nomor 12 Tahun 2019 Tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah berkewajiban
menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(DPRD) selanjutnya untuk dibahas dan dan mendapatkan
persetujuan bersama;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada

huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten
Banyuwangi Tentang Pertanggungjawaban  Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Banyuwangi Tahun Anggaran 2025 dengan Keputusan DPRD.
Pasal 18 Ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
Undang-undang nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah Kabupaten Banyuwangi di Lingkungan Provinsi Jawa
Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang
nomor 2 Tahun 1965 Tentang Perubahan Batas Wilayah
Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan
mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1930, tentang
Pembentukan Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat
dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 Tentang
Penyelenggaran Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, tambahan Lebaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851) Sebagaimana diubah dengan Undang-
Undang Nomor 19 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas
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11.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 2004  Tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah
diubah dua kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor
12 Tahun 2011 tentang Pembentukan. Peraturan Perundang-
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 143, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa Kkali,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor
6757);

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856);
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Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan
dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014
Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12
Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang
Undangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Persiden nomor 76 tahun 2021 tentang Perubahan atas
Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 Tentang
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
telah diubah dua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (berita
Negara Republik Indonesia Tahu 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); Sebagaimana
Diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120
Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
2018 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017
Tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
Tentang  Pertanggungjawaban  Pelaksanaan = Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Daerah Dan Rancangan Peraturan
Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggunjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
(Berita Negara Rapublik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);

Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun
2023 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2023 Nomor 1);




Memperhatikan

Menetapkan

KESATU

22. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nonor 6 Tahun
2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Dan
Perkotan (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun
2012 Nomor 1/B) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6
Tahun 2012 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan
Dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi
Tahun 2019 Nomor 11);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016
Nomor 13) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun
2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020
Nomor 6);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun
2024 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten
Banyuwangi Tahun 2024 Nomor 9) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2
Tahun 2025 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah
Kabupaten Banyuwangi Tahun 2025 Nomor 2);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun
2024 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2024 Nomor 1)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2025 tentang
Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor
1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2025
Nomor 3)

26. Peraturan DPRD Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun
2024 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Banyuwangi hari Jum’at 3 Juli 2026

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG
PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI
TAHUN ANGGARAN 2025.

Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan
Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2025
ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.




KEDUA

KETIGA

n

KEEMPAT

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan
Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2025
berupa laporan keuangan memuat:

Laporan Realisasi Anggaran;

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;

Laporan Operasional;

Laporan Perubahan Ekuitas;

Neraca;

Laporan Arus Kas; dan

g. Catatan atas Laporan Keuangan.

Komposisi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan
Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2025
sebagaimana diktum kesatu sebagai berikut:

™o o oy

1. Pendapatan : Rp. 3.600.854.679.003,07
2. Belanja dan transfer . Rp. (3.621.860.118.122,21)
3. Defisit :  Rp. (21.005.439.119,14)
4. Pembiayaan Netto : Rp. 340.893.822.883,38
5. SILPA : Rp. 319.888.383.764,24

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Banyuwangi
Pada tanggal : 3 Juli 2026

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI
Ketua
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I MADE CAHYANA NEGARA




